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“Memang, untuk hal-hal yang
baiu seperti otoped atau skuter di
tuang publik pengaturan sering di-
hadapkan pada berbagai pilihan.
Semuanya untuk upaya perlindung-
;an dan kemaslahatan publik.
Apablla pemerintah tidak bisa
menolak hadirnya cara untuk mobil-

(Atas personal, maka pengaturan
memadl urgent,” kata pengamat
‘transportasi sekaligus Peneliti
‘Senior Pusat Studi Transportasi dan
Logistik (Pustral) UGM, Dr Arif
. Wismadi di Yogyakarta, Selasa (8/3).
2. Arif mengatakan, apabila otoped

PERLU KEJELASAN PENGATURAN

Pengguna Otoped Harus Hormati Pejalan Kaki

YOGYA (KR) - Meski otoped atau skuter listrik diper-
bolehkan untuk digunakan di jalur pedestrian. Tapi para
pengguna (penyewa) harus tetap menghormati pejalan kaki
sehingga tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.
Selaln itu otoped tidak boleh digunakan di jalan raya karena

w membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain.

»alagi jika para pengguna menggunakan otoped dengan
glawan arus, hal itu jelas tidak diperbolelikan.

atau skuter dianggap sebagal sum-
ber risiko maka pilihan strateginya

- adalah dengan membuat peraturan

yang meredam risiko. Termasuk
pelarangan penggunaan melawan
arus, menyeberdng jalan tidak di
tempatnya serta jika menggunakan-
nya menggunakan di ruang yang
telah ditentukan.

.Hal lain yang dianggap menim-
bulkan kerawanan pejalan kaki |
adalah senyapnya suara skuter keti-
ka menyalip pejalan kaki. Dalam hal
ini perlu ada penambahan suara
apakah dari skuter, alat tambahan,

atau misalnya dari HP yang bisa
memberikan kewaspadaan pada
orang lain di depan dan sekitarnya.
Tentunya juga kecepatan dikurangi
di sekitar kerumunan. Bisa juga
diatur di kawasan tertentu ke-
cepatan maksimal agar sama de-
ngan kecepatan jalan kaki, misalnya

5km/jam. Adanya kecepatan yang

homogen dapat mengurangi risiko.
“Suatu saat nanti jika personal
mobility ini sudah sangat dibutuh-
kan, serta pengguna makin banyak
sementara ruang jalan terbatas, dan
risiko mencampurkan dengan moda
lain makin besar, otoped bisa ‘dikelu-
arkan’ dari jalan. Yaitu dengan cara
dibuatkan lajur sendiri. Misalnya 3
meter di atas trotoar atau di atas
arkade pertokoan,” terangnya.
Lebih lanjut Arif menambahkan,
seandainya pengguna otoped yang
dinilai lebih rentan risiko, pengatu-
rannya bisa dilakukan dengan seg-
mentasi pengguna yang boleh meng-

gunakan. Misalnya, pembatasan
berdasarkan umur yang menun-
jukkan kecakapan penggunaan.
Untuk perlindungan bersama de-
ngan pengguna jalan lain bisa juga
berdasarkan kepemilikan SIM.
Kepemilikan SIM bukan akan
menyamakan kelas kendaraan, tapi
untuk memastikan bahwa yang tu-

" run ke jalan adalah sudah memaha-

mi rambu, marka dan aturan
lalulintas. Seandainya bukan SIM,
pemerintah bisa membuat aplikasi
untuk uji kepahaman dan kemam-
puan untuk turun ke jalan.
“Sertifikasi bisa diterapkan seper-
ti penggunaan PeduliLindungi yang
membatasi akses ke ruang publik.
Apabila langkah pengaturan ini
akan ditegakkan penting sekali
mengedepankan diplomasi publik.
Terutama tentang tujuan perlin-
dungan, dan bukan untuk pemba-
tasan inovasi mobilitas perkotaan,”
tambahnya. (Ria)-f
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